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ABSTRAK 
 
Annas Arif Bachtiar Amanullah(B111 13 594), dengan judul skripsi 
“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Yang 
Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan”(Studi Kasus Putusan 
Nomor: 08/Pid.Sus/2016/PN.MRS)”dibawah bimbingan Bapak Dr. 
Syamsuddin Muchtar .SH.MH selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Amir 
Ilyas .SH.MH selaku pembimbing II 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan 
hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja 
membujuk anak melakukan persetubuhan dan untuk mengetahui 
pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 
08/Pid.Sus/2016/PN.MRS 
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Maros. Untuk 
mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data 
berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan 
melakukan wawancara langsung dengan narasumber. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Penerapan hukum pidana 
materil terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak studi kasus 
putusan nomor: 08/Pid.Sus/2016/PN.MRS telah sesuai karena telah 
memenuhi unsur-unsur yang ada pada pasal 81 ayat (1)jo Pasal 76D UU 
No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Serta selama 
pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan 
pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan 
pemaaf, sehingga terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab dan 
harus mendapatkan sanksi yang setimpal atas perbuatannya. Adapun  
Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 
tindak pidanaDengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan 
dalam studi kasus putusan nomor: 08/Pid.Sus/2016/PN.MRS Telah sesuai 
dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP yakni sekurang-kurangnya 
dua alat bukti ditambah keyakinan hakim. Alat bukti dalam kasus ini yaitu 
keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang saling 
bersesuaian, sehingga majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa 
terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. 
Serta hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-
hal yang meringankan terdakwa. 
 
 
 
vi 
KATA PENGANTAR 
 
BismillahiRahmaniRahim 
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran 
Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karuniah-Nya sehingga 
penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul 
“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ANCAMAN 
KEKERASAN YANG MEMAKSA ANAK MELAKUKAN 
PERSETUBUHAN”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi 
persyaratan guna menyelesaikan program sarjana strata satu program 
studi hukum di universitas Hasanuddin Makassar.  
Perlu diketahui bahwa merangkai kata menjadi suatu kalimat dan 
menjadikannya suatu karya ilmiah merupakan suatu hal yang 
pengerjaannya tak semudah membalikkan telapak tangan dan tidak 
tertutup kemungkinan di dalamnya terdapat kelemahan dan kekurangan. 
Karenanya penulis bersedia menerima kritik dan saran yang bersifat 
membangun demi kesempurnaan skripsi ini. 
Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima 
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua, 
ayahanda H. Zaenal Arifin dan ibunda  Dra.Idahestiati yang dengan penuh 
kasih sayang dan ketulusan hati telah memberikan bantuan materil dan 
vii 
spiritual serta doa yang tulus demi kesuksesan penulis selama 
pelaksanaan pendidikan hingga dapat menyandang gelar sarjana. 
Pada program penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat 
bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka melalui kesempatan 
ini penulis menghaturkan terimah kasih kepada : 
 
1. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin, bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., 
M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang akademik dan pengembangan, 
bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan II 
Bidang perencanaan,keuangan dan sumber daya, dan bapak Dr. 
Hamzah, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Bidang 
kemahasiswaan dan alumni Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin Makassar.  
2. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H., selaku ketua Departemen 
Hukum Pidana. 
3. Bapak  Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., MH. selaku pembimbing I 
dan bapak Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang 
telah mengarahkan penulis dengan baik sehingga skripsi ini dapat 
terselesaikan.  
4. Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H, M.Si., bapak Prof. Dr. 
Muhadar, S.H, MH., dan bapak Dr. Abdul Asis, S.H., M.H., selaku 
viii 
penguji yang telah memberikan saran dan masukan selama 
penyusunan skripsi ini.  
5. Seluruh Dosen Pengajar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
yang telah memberikan ilmu, nasehat, dan saran. 
6. Seluruh Staf dan Pegawai akademik Fakultas hukum dalam 
melayani pengurusan administrasi dan bantuan lainnya.  
7. Kepada hakim Pengadilan Negeri Maros bapak Baryanto, S.H., 
LLM., yang telah bersedia untuk diwawancara demi kepentingan 
penelitian.  
8. Kepada saudara seperjuangan Lesta Indra Waspada, Muh.Rivai  S 
dan Muh.Fahreza Parape yang telah memberikan dukungan, 
semangat, dan segala macam bantuannya yang tidak bisa 
disebutkan satu persatu. 
9. Kepada Saudari Alfionita Arif yang selalu mengingatkan dan 
memberi masukan serta saran untuk tidak malas mengerjakan 
Skripsi ini.  
10. Kepada Ayyun Saimah yang tak henti-hentinya menyemangati, dan 
memberi “inner peace” sehingga penulis mendapat semangat 
tersendiri dalam menyelesaikan skripsi ini. 
11. Kepada sahabat-sahabat yang antara lain, Aulia Faradiba Tilameo, 
Clarissa Katili, Irfani Fadhila Ahmad, Andi Rahmia Nanda, Ulfa 
Apriani, Nurul Tridya Syam, Adnan Panangi, dan Dewa Hadi 
Khalfihim, dan  lain-lain yang tidak sempat disebut namanya satu 
ix 
persatu, yang selalu memberi dukungan penuh kepada penulis 
sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. 
12. Teman Posko KKN Desa Alesipitto, Khususnya Andi Tenri Ummu, 
Citra Halidi Dan Andi Nadya  
13. Teman-teman “Asas 2013”, yang telah memberikan dukungan dan 
Doa.  
Demikian kata pengantar yang penulis paparkan, atas segala 
ucapan yang tidak berkenaan dalam skripsi ini penulis memohon maaf.  
 
Billahi Taufik Walhidayah Wassalamu Alaikum Wr.Wb.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Makassar,    Februari 2017 
 
Annas Arif Bactiar Amanullah 
x 
 
1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan masyarakat pada era globalisasi ini tentunya 
berdampak pula pada dunia hitam yang dikenal sebagai dunia kejahatan. 
Diantara berbagai macam kejahatan, salah satu yang kadang memiliki 
ironi tersendiri yakni kejahatan terhadap kesusilaan, yang dimana 
menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat. Terutama 
kejahatan-kejahatan yang berbau seksual seperti, pemerkosaan, 
perbuatan cabul, dan kekerasan seksual. Merajalelanya kejahatan ini 
terutama perbuatan cabul semakin mencemaskan masyarakat, khususnya 
pada orang tua. Ini menunjukkan adanya penyakit yang demikian jelas 
tidak berdiri sendiri. Tindak pidana pencabulan atau persetubuhan 
terhadap anak termasuk pula ke dalam salah satu masalah hukum yang 
sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Sebagaiman diketahui, 
tindak pidana pencabulan atau persetubuhan merupakan perbuatan yang 
melanggar norma sosial yaitu kesopanan, agama, dan kesusilaan, apalagi 
jika yang disetubuhi adalah anak yang secara fisik belum mempunyai 
daya tarik seksual seperti pada wanita remaja dan dewasa. Padahal 
sebagaimana yang kita ketahui bahwa anak adalah aset bangsa yang 
harus dilindungi dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk 
kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan dan 
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merusak mental anak. Dalam hal tindak pidana persetubuhan terhadap 
anak, sebenarnya perangkat perundang-undangan di Indonesia sudah 
cukup lengkap, yaitu terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, juga terdapat dalam 
Undang-undang Kesejahtraan anak maupun di Undang-undang peradilan 
anak. Akan tetapi dari masa ke masa kejahatan itu selalu tumbuh dan 
berkembang di dalam lingkungan masyarakat. Hampir setiap hari media 
massa tak pernah sepi memberitakan peristiwa-peristiwa tentang tindak 
pidana pemerkosaan maupun persetubuhan baik dengan korban 
perempuan dewasa maupun dengan korban anak. Melihat kenyataan 
hidup sehari-hari ternyata banyak anak Indonesia yang sering diabaikan 
haknya demi kepentingan nista dari orang dewasa.Anak adalah nyawa tak 
berdaya yang tak mampu menolak pakassan ,deraan,dan trauma dari 
orang dewasa. 
Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan bagian dari 
delik kesusilaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 Tentang Perlindungan Anak. Kasus yang menjadi momok bagi 
masyarakat dan memasuki tahap yang memprihatinkan, karena setiap 
harinya tindak pidana persetubuhan yang melibatkan anak sering kita 
dapatkan dan kita saksikan di berbagai media massa. Hal yang terpenting 
yang perlu diperhatikan dalam tindak pidana persetubuhan adalah 
“pembuktian”. Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menyatakan alat bukti yang 
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sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan 
keterangan terdakwa. Untuk menentukan seseorang dapat dijatuhi 
hukuman pidana sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah 
(Pasal 183 KUHAP). Khusus terhadap tindak pidana persetubuhan, 
dengan adanya ketentuan Pasal 183 KUHAP ini maka semakin sulit saja 
seorang korban untuk menuntut pelakunya. Karena sangat jarang ada 
saksi yang mengetahui adanya tindak pidana persetubuhan kecuali tindak 
pidana persetubuhan tersebut tertangkap basah atau pelaku lebih dari 
satu orang. Begitu juga dengan pengakuan pelaku, seorang pelaku tindak 
pidana persetubuhan jarang yang mengakui perbuatannya. Kalaupun 
pelaku mengakui perbuatannya tetapi kalau bukti yang lain tidak ada 
maka pelaku belum dapat dikenakan hukuman. 
Hak anak merupakan hak yang melekat dalam diri seorang anak yang 
merupakan bagian dari hak asasi manusia. Untuk melaksanakan 
pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan 
dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat 
hukum yang lebih memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai 
penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus. 
Hal ini bertujuan untuk mewujudkan penanganan perkara anak dengan 
memperhatikan kepentingan anak dan tidak merugikan fisik dan 
mentalnya yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan 
perkembangannya. Karena pentingnya anak, banyak negara yang selalu 
membicarakan upaya perlindungan hukum terhadap anak, salah satunya 
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adalah Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara 
umum diamanahkan kepada negara agar negara melindungi para anak, 
menjamin agar semua anak dapat mendapatkan hak-hak mereka dan 
hidup layak dengan harkat dan martabat yang dijunjung tinggi oleh semua 
elemen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Betapa pentingnya 
dilakukan perlindungan hukum terhadap anak, maka banyak hal yang 
telah dilakukan oleh pemerintah, diantaranya adalah pembentukan 
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. 
Dalam undang-undang tersebut secara tegas merumuskan bahwa setiap 
anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan 
sampai dengan sesudah dilahirkan. Selain Undang-Undang Nomor 4 
tersebut, kemudian disusul oleh beberapa undang-ndang lainnya yang 
juga mengatur tentang perlindungan terhadap anak, undang-undang 
tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 
Tentang Hak Asasi 5 Manusia, dan pembentukan Undang-Undang Nomor 
23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Menurut Undang-Undang 
Nomor 23 tahun 2002 bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan 
untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, 
berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. Semua aturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut 
bertujuan agar perlindungan terhadap anak betul-betul dapat 
diaktualisasikan dalam realitas kehidupan untuk menjamin agar anak tidak 
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mendapatkan diskriminasi dalam menjalankan kehidupannya agar tetap 
dapat tumbuh dan berkembang secara layak, baik dari segi jasmani, 
rohani maupun sosial. 
Dari uraian diatas, maka penulis barasumsi untuk mengangkat judul : 
“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ancaman Kekerasan yang 
Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berkaitan dengan uraian latar belakang masalah diatas, maka 
penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas 
dengan rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak 
pidana ancaman kekerasan yang memaksa anak melakukan 
persetubuhan dalam putusan perkara Nomor 
08/Pid.Sus/2016/PN.Mrs ? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap tindak pidana ancaman kekerasan yang memaksa anak 
melakukan persetubuhan dalam putusan perkara Nomor 
08/Pid.Sus/2016/PN.Mrs ? 
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C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis yakni : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap 
tindak pidana ancaman kekersan yang memaksa anak melakukan 
persetubuhan dalam putusan perkara Nomor 
08/Pid.Sus/2016/PN.Mrs 
2. Guna mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap tindak pidana dengan sengaja membujuk anak 
melakukan persetubuhan dalam putusan perkara Nomor 
08/Pid.Sus/2016/PN.Mrs 
 
 
D. Kegunaan penelitian 
Dari hasil penelitian tersebut, diharapkan mampu memberikan 
manfaat-manfaat sebagai berikut : 
1. Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap 
perkembangan hukum yang ada di Indonesia, khususnya mengenai 
kejahatan melakukan persetubuhan dengan anak. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi 
mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya 
bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu 
hukum. 
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3. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi salah satu bahan 
pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan 
penegakan hukum di indonesia, khususnya dalam penegakan 
hukum terhadap anak. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan delictum 
atau delicta yaitu delik, dalam bahasa Inggris tindak pidana dikenal 
dengan istilah delict. Istilah yang umum dipakai dalam perundang-
undangan Indonesia sendiri adalah “Tindak Pidana”, suatu istilah yang 
sebenarnya tidak tepat, karena delik itu dapat dilakukan tanpa berbuat 
atau bertindak, yang disebut pengabaikan (Belanda: nalaten; Inggris: 
negligence) perbuatan yang diharuskan.  
Oleh karena itu, orang Belanda memakai istilah strafbaar feit, yang 
terdiri dari tiga unsur kata, yaitu straf, baar dan feit. Straf diartikan sebagai 
pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara 
feit lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian 
dari suatu kenyataan. Secara harfiah strafbaafeit dapat diartikan sebagai 
sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian 
tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat dihukum adalah 
kenyataan, perbuatan atau peristiwa, bukan pelaku. 
Menurut Adami Chazawi (Adami Chazawi, 2008:67-68) bahwa :  
Di Indonesia sendiri dikenal adanya tujuh istilah yang digunakan 
sebagai terjemahan dari istilah Strafbaarfeit. Istilah yang pernah 
digunakan baik yang digunakan dalam perundang-undangan 
maupun dari literatur-literatur hukum diantaranya adalah tindak 
pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan 
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yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang 
terakhir adalah perbuatan pidana.  
 
Sulitnya memberikan pengertian terhadap strafbaarfeit, membuat 
para ahli mencoba untuk memberikan definisi tersendiri dari sudut 
pandang mereka yang menimbulkan banyaknya ketidakseragaman 
rumusan dan penggunaan istilah strafbaarfeit.  
Moeljatno (Adami Chazawi, 2008:71) dalam memberikan definisi 
tentang strafbaarfeit, menggunakan istilah perbuatan pidana. Beliau 
memberikan pengertian perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang 
dilarang oleh suatu aturan hukum larangan, dimana disertai dengan 
ancaman pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut”.  
Hezewinkel Suringa (P.A.F. Lamintang, 1997:181) mendefinisikan 
strafbaarfeit sebagai  
suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak 
dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai 
perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan 
menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat 
didalamnya.  
 
Sementara itu, Jonkers (Bambang Poernomo, 1982:91) 
memberikan definisi tentang strafbaarfeit menjadi 2 bagian, yaitu :  
a. Definisi pendek memberikan pengertian strafbaarfeit sebagai 
kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang. 
b. Definisi panjang memberikan pengertian strafbaarfeit sebagai 
suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan baik 
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dengan sengaja maupun lalai oleh orang yang dapat 
dipertanggungjawabkan.  
Dari pengertian Jonkers tersebut maka dapat ditarik kesimpulan mengenai 
unsur-unsur dari suatu strafbaarfeit, yaitu:  
a. Perbuatan melawan hukum  
b. Dengan sengaja  
c. Dapat dipertanggungjawabkan  
d. Diancam pidana. 
 Selain Jonkers, Pompe (Bambang Poernomo, 1982:91) dalam 
memberikan definisi tentang strafbaarfeit juga membagi atas 2 pengertian, 
yaitu :  
a. Definisi menurut teori memberikan pengertian strafbaarfeit 
sebagai suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan 
karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana 
untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan 
kesejahteraan umum. 
b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan strafbaarfeit sebagai 
suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan perundang-undangan 
dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang. 
Definisi secara teoritis tersebut memberikan pemahaman bahwa 
setiap perbuatan yang dilakukan yang melanggar norma ataupun hukum, 
wajib untuk dilakukan hukuman atau sanksi agar tatanan hukum dan 
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kesejahteraan masyarakat tetap dapat terjaga. Menurut definisi teori 
tersebut, agar seseorang dapat dihukum maka dalam perbuatan tersebut 
harus mengandung unsur melawan hukum dan unsur kesalahan (schuld) 
baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Sementara definisi menurut 
hukum positif, perbuatan yang dapat dihukum tidak cukup jika hanya 
mengandung unsur melawan hukum dan unsur kesalahan, namun dalam 
perbuatan itu juga harus mengandung unsur pertanggungjawaban atau 
dengan kata lain, orang dapat dipidana jika orang yang melakukan tindak 
pidana mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab serta perbuatan 
tersebut dalam undangundang dirumuskan sebagai perbuatan yang harus 
dihukum.  
Hal di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Simons 
(P.A.F. Lamintang, 1997:185) bahwa strafbaarfeit adalah :  
Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan 
sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-
undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat 
dihukum.  
Alasan dari Simons, apa sebabnya strafbaarfeit itu harus dirumuskan 
seperti di atas adalah karena :  
a. Untuk adanya suatu strafbaarfeit itu disyaratkan bahwa di situ 
harus terdapat satu tindakan yang dilarang ataupun yang 
diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap 
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larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai 
suatu tindakan yang dapat dihukum;  
b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut 
harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan 
di dalam undang-undang, dan  
c. Setiap strafbaarfeit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau 
kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya 
merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan 
suatu onrechtmatige handeling.  
Lebih lanjut Simons (P.A.F. Lamintang, 1997:186) mengatakan, 
sifatnya yang melawan hukum seperti dimaksud di atas itu timbul dengan 
sendirinya dari kenyataan, bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan 
dengan sesuatu peraturan dari undang-undang, hingga pada dasarnya 
sifat tersebut bukan merupakan suatu unsur dari delik yang mempunyai 
arti yang tersendiri seperti halnya dengan unsur-unsur yang lain. 
 Dari banyaknya istilah tentang strafbaarfeit Penulis lebih sepakat 
untuk memakai istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah tindak 
pidana bukan lagi menjadi istilah awam bagi masyarakat Indonesia dan 
telah digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. 
2. Unsur-Unsur Tindak pidana 
Dalam setiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terkandung 
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didalamnya, yang secara umum dapat dibagi menjadi 2 macam unsur, 
unsur subjektif dan unsur objektif.  
Unsur subjektif adalah unsur yang melekat atau yang ada dalam diri 
si pelaku, unsur-unsur tersebut diantaranya adalah : 
1. Niat 
2. Maksud atau tujuan; 
3. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (dolus dan culpa); 
4. Kemampuan bertanggungjawab  
Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada kaitannya 
dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus 
dilakukan. Unsur tersebut diantaranya :  
1. Perbuatan; 
2. Akibat; 
3. keadaan-keadaan  
Semua unsur yang terkandung dalam unsur subjektif dan unsur 
objektif merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya 
bahwa jika salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak ada maka bisa 
saja terdakwa dibebaskan dari tuntutan.  
Hal tersebut di atas sejalan dengan apa yang dikatan oleh Leden 
Marpaung (Leden Marpaung , 2005:9), bahwa unsur-unsur delik sebagai 
berikut :  
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1. Unsur Subjektif Adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. 
Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak 
ada kesalahan” (an act does not make a person guilty unless the 
mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea), kesalahan 
yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh 
kesengajaan (Opzet) dan kealpaan (schuld). 
 
2. Unsur Objektif Merupakan unsur dari luar diri pelaku, yang terdiri 
atas :  
a. Perbuatan manusia, berupa :  
1) Act, yakni perbuatan aktif dan perbuatan posessif; 
2) Omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan 
negatif, yaitu perbuatan yang membiarkan atau 
mendiamkan  
b.  Akibat (Result) perbuatan manusia Akibat tersebut 
membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan 
kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, 
misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan 
dan sebagainya. 
c. Keadaan-keadaan (Circumstances) Pada umumnya keadaan-
keadaan ini dibedakan antara lain :  
1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan 
2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan 
3) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.  
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Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang 
membebaskan si pelaku dari hukuman, adapun sifat melawan hukum 
adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni 
berkenaan dengan larangan atau perintah. 
B. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak 
1. Ketentuan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dalam 
KUHP 
Tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang belum cukup umur 
15 tahun yang dimaksud di atas dirumuskan dalam Pasal 287 KUH 
Pidana yang rumusannya sebagai berikut:  
(1) Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, 
sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur 
perempuan itu belum cukup umur 15 tahun kalau tidak nyata 
umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, 
dihukum penjara selama-lamanya Sembilan Tahun. 
(2)  Penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali kalau 
satu hal yang tersebut pada Pasal 291 dan 294. Ketika 
membicarakan kejahatan membujuk orang yang umurnya belum 
lima belas tahun untuk melakukan persetubuhan, Pasal 287 di 
atas, telah dibicarakan tentang perbuatan membujuk (verleiden). 
Perbuatan membujuk, asal katanya verleiden (Belanda), yang 
pada umumnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 
dengan membujuk (Moeljatno, BPHN, Andi Hamzah). R. Soesilo 
selain menerjemah dengan membujuk, juga dengan menggoda, 
tetapi Sianturi menerjemahkan dengan menjerumuskan.  
 
Adapun menurut Adami Chazawi (Adami Chazawi , 2007:86) 
membujuk adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar 
kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Membujuk adalah 
menarik kehendak yang bersifat mengiming-imingi. Sifat lebih mengiming-
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imingi lebih tepat, berhubung orang yang dibujuk adalah anak-anak, yang 
secara psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi 
kehendaknya daripada orang dewasa. 
Ada dua bentuk unsur kesalahan dalam kejahatan Pasal 287 ini, 
yakni bentuk kesengajaan berupa diketahuinya tentang kedewasaan, dan 
bentuk culpa berupa sepatutnya harus diduga bahwa orang yang 
digerakkan untuk melakuakn persetubuhan belum dewasa. 
Sama seperti perzinahan, untuk kejahatan ini diperlukan dua orang 
yang terlibat. Kalau pada perzinahan terjadi antara dua orang yang terkait 
perkawinan atau salah satu dari mereka terikat perkawinan, tetapi 
persetubuhan, menurut pasal ini, terjadi antara dua orang yang sama-
sama belum terikat perkawinan namun perempuannya seorang anak yang 
belum berumur 15 tahun. Karena perzinahan disyaratkan terjadinya 
persetubuhan antar orang dewasa dan salah satu atau kedua-duanya 
terikat perkawinan, sedangkan persetubuhan menurut pasal ini tidak 
terjadinya persetubuhan yang perempuannya belum cukup umur.  
 
2. Ketentuan Tindak Pidana Persetubuhan Menurut Undang-undang 
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang 
Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak 
a) Ketentuan Tindak Pidana Persetubuhan Menurut 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak 
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Pasal 81 sebagai berikut :  
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 
(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam 
puluh juta rupiah).  
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku 
pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu 
muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.  
 
b) Kemudian diubah dengan Tindak Pidana persetubuhan 
pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
persetubuhan terhadap anak dirumuskan pada pasal 76D 
yang Berbunyi: 
“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman 
Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau 
dengan orang lain.” 
Dimana ketentuan dalam pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 
5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda 
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 
pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu 
muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau 
tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) 
dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” 
 
 
18 
Ketentuan pidana dalam undang-undang perubahan ini jelas 
memperlihatkan adanya pemberatan pada penjatuhan sanksi, baik sanksi 
pidana maupun sanksi denda kepada pelaku yang termasuk orang 
terdekat korban yang sebelumnya tidak diatur pada UU No. 23 Tahun 
2002. 
 
C. Ancaman Dan Kekerasan 
1. Pengertian Ancaman  
Ancaman atau koersi adalah praktik memaksa pihak lain untuk 
berperilaku secara spontan (baik melalui tindakan atau tidak bertindak) 
dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi atau bentuk 
lain dari tekanan atau kekuatan. Dalam hukum, pemaksaan 
dikodifikasikan sebagai kejahatan paksaan. Tindakan tersebut 
digunakan sebagai pengaruh, memaksa korban untuk bertindak 
dengan cara yang diinginkan. Paksaan mungkin melibatkan 
penderitaan sebenarnya rasa sakit fisik/cedera atau kerusakan 
psikologis dalam rangka meningkatkan kredibilitas ancaman. Ancaman 
kerusakan lebih lanjut dapat menyebabkan kerja sama atau kepatuhan 
dari orang yang dipaksa. Penyiksaan adalah salah satu contoh yang 
paling ekstrem dari sakit parah adalah pemaksaan yaitu ditimbulkan 
sampai korban memberikan informasi yang dikehendaki. 
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2. Ketentuan Pidana Pengancaman Dalam KUHP 
Tindak pidana pengancaman sebagaimana diatur dalam Bab XXIII 
KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak 
pidana pemerasan dan tindak pidana  pengancaman (afdreiging).  tindak 
pidana tersebut mempunyai sifat yang sama suatu perbuatan yang 
bertujuan memanfaatkan orang lain.  
Tindak pidana pengancaman untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 
368-369 KUHP.  
Dalam ketentuan Pasal 368 KUHP tindak pidana pemerasan dirumuskan 
dengan rumusan sebagai berikut : 
“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, 
yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya 
memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena 
pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. 
R. Soesilo menjelaskan pasal tersebut dalam bukunya Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal 
Demi Pasal dan menamakan perbuatan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP 
sebagai pemerasan dengan kekerasan yang mana pemerasnya: 
1. Memaksa orang lain; 
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2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian 
termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, 
atau membuat utang atau menghapuskan piutang; 
3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
dengan melawan hak; 
4. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman 
kekerasan. 
Ketentuan Pasal 365 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku dalam tindak 
pidana ini. 
1.Unsur-Unsur yang ada di dalam ketentuan Pasal 368 KUHP 
2. Unsur-unsur dalam ketentuan ayat (1) Pasal 368 KUHP : 
3. Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur : 
a) Memaksa  
b) Orang lain 
c) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
d) Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang (yang 
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain). 
e) Supaya memberi hutang. 
f) Untuk menghapus piutang. 
4.Unsur subyektif, yang meliputi unsur – unsur : 
a.Dengan maksud. 
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b.Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. 
 Beberapa unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut : 
Unsur “memaksa”. Dengan istilah “memaksa” dimaksudkan adalah 
melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu 
yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. 
Unsur “untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang”. Berkaitan 
dengan unsur itu, persoalan yang muncul adalah, kapan dikatakan ada 
penyerahan suatu barang? Penyerahan suau barang dianggap telah ada 
apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari 
kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang tersebut 
sudah benar – benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. 
Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah 
menyerahkan barang/benda yang dimaksudkan si pemeras sebagai akibat 
pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus 
dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeras. Penyerahan 
barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari 
orang yang diperas. 
Unsur “supaya memberi hutang”. Berkaitan dengan pengertian “memberi 
hutang” dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman 
yanag benar. Memberi hutang di sini mempunyai pengertian, bahwa si 
pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan 
atau suatu perjanjianyang menyebabkan orang yang diperas harus 
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membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan memberi 
hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan 
uang (pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu 
perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas 
untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang 
dikehendaki. 
Unsur “untuk menghapus hutang”. Dengan menghapusnya piutang yang 
dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah 
ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang 
dikehendaki oleh pemeras. 
Unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”. Yang dimaksud 
dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah menambah 
baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. 
Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi 
cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain. 
 
3. Pengertian Kekerasan 
Dilihat dari aspek sosial psikologis (dalam Maidin Gultom, 2012: 2) 
menjelaskan bahwa: 
Kekerasan adalah suatu bentuk hubungan sosial, Jelasnya, 
kekerasan menunjukan kemampuan sosial, cara hidup, meniru model-
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model tingkah laku yang ada dalam lingkungan sosialnya dan 
diaplikasikan dalam situasi khusus di suatu masa kehidupan 
seseorang tersebut. Selain kekerasan menunjukan suatu kelas sosial, 
namun juga menunjukan kualitas hubungan interpersonal. Hubungan 
interpersonal ini seperti hubungan suami dan istri, orang dewasa dan 
anak, bahkan kategori lain seperti seseorang dengan suatu benda. 
Kekerasan merupakan ancaman yang permanen karena 
mengakibatkan penindasan, pembatalan bahkan kematian. 
 
4. Bentuk Dan Dampak Kekerasan Terhadap Anak 
Pada dasarnya kekerasan terhadap anak terbagi menjadi 
empat, yaitu kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. 
 
1.      Kekerasan Fisik 
Kekerasan fisik adalah setiap tindakan yang mengakibatkan 
atau mungkin mengakibatkan kerusakan atau sakit fisik seperti 
menampar, memukul, memutar lengan, menusuk, mencekik, 
membakar, menendang, ancaman dengan benda atausenjata, 
dan pembunuhan(Unicef, 2000: 2). 
 
Kekerasan fisik dapat menyebabkan anak menjadi sakit, luka, 
kehilangan fungsi biologis, cedera, patah tulang, nyeri pinggul 
kronis, sakit kepala, keguguran, cacat bahkan bunuh diri. 
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2.      Kekerasan Psikologis 
Kekerasan psikologis meliputi perilaku yang ditujukan untuk 
mengintimidasi dan menganiaya, mengancam atau 
menyalahgunakan wewenang, membatasi keluarrumah, 
mengawasi, mengambil hak asuh anak-anak, merusakbenda-
benda anak, mengisolasi, agresi verbal dan penghinaan 
konstan (Unicef, 2000: 2). 
 
3.      Kekerasan Seksual 
Kekerasan seksual seperti aktifitas seks yang dipaksa melalui 
ancaman, intimidasi atau kekuatan fisik, memaksa perbuatan 
seksual yang tidak diinginkan atau memaksa berhubungan 
seks dengan orang lain (Unicef, 2000: 2). 
Kekerasan  seksual  dapat  menyebabkan  sex  disorder,  
gangguan rahim, HIV/AIDS dan gangguan seksual lainnya. 
 
4.      Kekerasan Ekonomi 
Kekerasan ekonomi meliputi tindakan seperti penolakan dana, 
penolakan untuk berkontribusi finansial, penolakan makanan 
dan kebutuhan dasar,sertamengontrol akses ke perawatan 
kesehatan dan pekerjaan (Unicef, 2000: 2). 
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Kekerasanekonomi dapat menyebabkan seseorang menjadi 
memiliki masalah usus, gangguan makan dan gangguan 
lainnya. 
 
 
 
Bentuk-Bentuk Kekerasan pada setiap Fase Anak 
FASE BENTUK KEKERASAN 
Pralahir 
Aborsi dan risiko janin ketika mengalami pemukulan fisik. 
Bayi 
Pembunuhan anak, kekerasan fisik, psikologis dan seksual. 
Anak Pernikahan dini, kekerasan alat genital, inses, kekerasan 
fisik, psikologis dan seksual. 
Remaja 
Pemerkosaan, inses, pelecehan seksual di lingkungan 
sosial, dijadikan wanita penghibur, kehamilan paksa, 
perdagangan remaja, pembunuhan, pelecehan psikologis. 
Sumber: Unicef. Domestic Violence Againts Women and Girl, 2000. 
 
 
 
D. Persetubuhan 
1. Pengertian Persetubuhan 
 Pengertian persetubuhan menurut rumusan KUHP adalah sesuai 
Arrest Hoge Raad sebagaimana dikutip (Andi Zainal Abidin Farid, 2007: 
339) disebutkan :  
“Tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan 
perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata 
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lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan 
perempuan.” 
 
 Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa perkosaan walaupun 
kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya ke dalam kemaluan 
perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal itu belum merupakan 
perkosaan, akan tetapi percobaan perkosaan. Pengertian persetubuhan 
tersebut masih pengertian dari aliran klasik dan Menurut teori modern 
tanpa mengeluarkan air mani pun maka hal tersebut sudah dapat 
dikatakan sebagai persetubuhan sehingga tidak tepat jika disebut hanya 
sebagai percobaan.  
Adapun dalam kamus Bahasa Indonesia Inggris (John M. Echols 
dan Hassan Shadily, 1992:588-589) adalah sebagai berikut :  
“copulation, have sexual intercourse, copulate with person, with a body 
certain characteristics”.  
Yan Pramadya Puspa (1977:222) dalam Kamus Hukum 
menambahkan arti kata persetubuhan “coitus” atau “coition” adalah suatu 
proses bersetubuh antara laki-laki dan perempuan. 
2.  Masalah Persetubuhan 
Dalam Pasal yang diatur KUHP sebagaimana yg di kutip (Maidin Gultom 
2012:4-5) 
a. Pasal 287 KUHP Menentukan: 
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1). “Barangsiapa bersetubuhan dengan perempuan yang bukan 
istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya 
,bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 (lima belas) tahun 
kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum 
masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya 9 
(sembilan) tahun”. 
2). “Penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali 
umur perempuan itu belum sampai 12 (dua belas) tahun atau jika 
ada salah satu hal yang tersebut pada Pasal 291 dan 294”. 
b. Pasal 288 KUHP menentukan : 
 1). “Barangsiapa bersetubuh dengan yang bukan istrinya yang 
diketahuinya atau patut disangkanya,bahwa perempuan itu 
belum masanya untuk dikawinkan, dihukum penjara selama-
lamanya 4 (empat) tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan 
perempuan itu mendapat luka”. 
 2). “Kalau perbuatan itu menyebabkan perempuan mendapat 
luka berat, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 8 
(delapan) tahun”. 
 3). “Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian perempuan itu 
dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 12(dua belas) 
tahun”. 
c. Pasal 291 KUHP menentukan : 
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 1). “kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 
286,287,289 dan 290 itu menyebabkan luka berat pada tubuh, 
dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) 
tahun”. 
 2). “ Kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 
285,286,287,289 dan 290 itu menyebabkan orang mati, 
dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) 
tahun” 
 
 
E. Anak 
1. Pengertian Anak 
Berikut ini pengertian anak yang termuat dalam beberapa 
perundang-undangan yang terkait dengan hal tersebut, yaitu: 
a. Anak menurut hukum pidana  
Dalam KUHPidana Pasal 45, memaparkan bahwa dalam hal 
penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena 
melakukan sesuatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun. Jadi 
dapat dipahami bahwa yang menjadi batas usia seseorang masih 
dikategorikan sebagai anak dalam pasal tersebut adalah sebelum 
enam belas tahun. Namun dengan berlakunya Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, maka ketentuan 
yang dimaksud dalam Pasal 45 di atas tidak berlaku lagi. 
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b. Anak menurut hukum perdata  
Dalam hukum perdata, ketentuan tentang batasan usia seseorang 
sehingga masih dikatakan anak, dapat ditemui baik dalam buku I 
tentang orang, maupun buku III tentang Perikatan dalam KUH 
Perdata. Aturan tentang batasan usia seorang anak tercantum dalam 
Pasal 330 KUH Perdata, yang rumusannya sebagai berikut: Belum 
dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun 
dan tidak terlebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu 
dibubarkan sebelum umur mereka dua puluh satu tahun maka mereka 
tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.  
c. Anak menurut Undang-undang perkawinan 
Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 
batasan usia seseorang dianggap dewasa dirumuskan ke dalam 
Pasal 7 ayat (1) sebagai berikut: “Seorang pria hanya diizinkan kawin 
apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 
telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.  
 
d. Anak menurut Undang-undang kesejahteraan anak 
Batasan umur yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak sama dengan batasan 
umur dalam Pasal 330 KUH Perdata yaitu 21 tahun, dengan bunyi 
pasal sebagai berikut; “anak adalah seseorang yang belum mencapai 
umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.  
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e. Anak menurut Undang-undang pengadilan anak 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak 
menyebutkan kriteria seorang anak dalam Pasal 1 angka (1) bahwa: 
“anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 
umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan 
belas) tahun dan belum pernah kawin”. Mengenai batasan usia di 
atas, telah dirubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-
VIII/2010, dari 8 menjadi 12 tahun dan sebelum berusia 18 tahun. Jadi 
menurut undang-undang ini, bahwa orang yang telah berumur 
delapan belas tahun keatas pada waktu melakukan tindak pidana 
maka tuntutan yang diberlakukan sama dengan tuntutan terhadap 
orang dewasa. Dalam hal ini mereka sudah dianggap dewasa. 
 
f. Anak menurut Undang-undang tentang Perlindungan Anak 
Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang 
yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan”. Antara KUH Pidana dan Undang-Undang Perlindungan 
Anak mempunyai hubungan satu sama lain, yang satu bersifat khusus 
dari yang lain dan yang satu bersifat umum dari yang lainnya yang 
biasa dikenal dengan lex specialis derogat lex generalis. Undang-
Undang Perlindungan Anak bersifat lex spesialis dan KUH Pidana 
bersifat lex generalis. Di atas telah dipaparkan tentang pengertian 
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anak dilihat dari batasan umur, beberapa undang-undang 
menggunakan batasan umur seseorang dianggap anak adalah 18 
tahun, dan karena dalam penulisan ini posisi anak merupakan korban 
dari tindak pidana, maka penulis menggunakan pengertian anak yang 
ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak. 
 
F. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 
 Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa, 
yang dibuktikan di sidang pengadilan. Kesalahan terdakwa tentunya 
sebagaimana yang termaktub dalam dakwaan penuntut umum. 
Terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi 
pidana, tetapi harus didukung oleh alat bukti minimum yang sah. Alat bukti 
minimum itu harus dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa. 
Setelah itu, barulah pidana dapat dijatuhkan. Hal itu sesuai dengan 
rumusan pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa Hakim tidak boleh 
menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu 
tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya. Dalam hal itu, Undang-undang menghendaki adanya 
minimum alat bukti yaitu dua alat bukti yang dapat meyakinkan Hakim 
akan kesalahan terdakwa dan tindak pidana yang dilakukannya. 
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Maksud sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut 
adalah minimal dua alat bukti yang sah menurut KUHAP. Pasal 184 ayat 
(1) KUHAP, menyebut alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, 
keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. 
Praktek sehari-hari, baik oleh Penuntut Umum maupun Hakim, 
faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana 
adalah dua hal pokok yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan. 
Faktor-faktor yang meringankan antara lain, terdakwa masih muda, 
berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya. Faktor-faktor yang 
memberatkan antara lain memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak 
mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan Negara, 
dan sebagainya.  
1. Yang meringankan. 
Pengurangan hukuman berdasarkan ketentuan Undang-
Undang (Leden Marpaung, 2005: 113) adalah sebagai berikut :  
(1) Dalam hal umur yang masih muda (incapacity or infacy), 
berdasarkan pasal 47 ayat (1) KUH Pidana yang berbunyi 
sebagai berikut. “Jika Hakim menghukum anak yang bersalah 
itu, maka maksimum hukuman pokok bagi tindak pidana itu, 
dikurangi sepertiga.” 
(2) Dalam hal percobaan melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 
53 ayat (2) KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut. 
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“Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu 
dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan.” 
(3) Dalam hal membantu melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 
57 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut. “Maksimum 
hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu, dikurangi 
sepertiga bagi pembantu.”  
2. Yang Memberatkan Penambahan hukuman berdasarkan Undang-
undang ditentukan sebagai berikut :  
a. Dalam hal Concursus, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 
KUH Pidana :  
(1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus 
dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendirisendiri 
sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam 
dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya 
satu pidana; 
(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum 
pidana-pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, akan 
tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat 
ditambah sepertiganya. 
Dan Pasal 66 KUH Pidana yang berbunyi:  
(1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masingmasing 
harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri 
sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam 
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dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan 
pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh 
lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. 
(2) Dalam hal ini pidana denda dihitung menurut lamanya 
maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk 
perbuatan itu.” 
 
b. Dalam hal Recidive, Berdasarkan Pasal 486, 487, dan 488 KUH 
Pidana 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam Penyusunan skripsi ini, Penelitiandilakukan dengan 
mengambil lokasi di Kabupaten Maros yaitu di Pengadilan Negeri Maros. 
Alasan mengambil lokasi penelitian tersebut, disebabkan karena kasus ini 
terjadi di Kabupaten Maros dan diproses di Pengadilan Negeri Maros 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam 
penulisan skripsi ini terbagi atas 2, yaitu :  
1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lokasi. 
Data diperoleh secara langsung dari sumber pertama (responden) 
pada lokasi penelitian. 
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa sumber-sumber 
tertentu seperti dokumen-dokumen termasuk juga literatur bacaan 
lainnya yang sangat berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan 
tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai 
berikut:  
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1. Penelitian kepustakaan (library research) Pengumpulan data 
pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan 
hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang 
berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga data yang 
diambil penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen penting 
maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Penelitian lapangan (field research) dengan cara wawancara 
(interview) langsung kepada hakim Pengadilan Negeri Maros yang 
menangani kasus tersebut. 
 
D. Analisis Data 
Data yang baik secara data primer maupun data sekunder 
dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif 
yuridis yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai 
dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana 
Ancaman Kekerasan Yang Memaksa Anak Melakukan 
Persetubuhan (Studi kasus Nomor : 08/Pid.Sus/2016/PN.MRS) 
 
1. Identitas Terdakwa 
 
Nama : KADIR bin DG.TAYANG; 
Tempat lahir : Maros; 
Umur / Tanggal lahir : 43 tahun / 14 April 1972; 
Jenis Kelamin : Laki-laki; 
Kebangsaan : Indonesia; 
Tempat Tinggal : Lingkungan Mangalekana, Kelurahan Baji 
Pamai, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten 
Maros; 
Agama : Islam; 
Pekerjaan : Buruh; 
 
2. Posisi Kasus 
TerdakwaKADIR bin DG.TAYANG pada hari Sabtu tanggal 14 
Nopember 2015 sekira pukul 14.00 WITA atau setidak tidaknya pada 
waktu-waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2015 atau setidak-
tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di 
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Ling.Mangalekana, Kel. Baji Pamai, Kec. Maros Baru, Kab. Maros atau 
setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam 
daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, telah melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa saksi korban PUTRI JULIANA LESTARI 
Alias JULIANA Binti MUHAMMAD SAIR yang berusia 5 tahun dan 9 bulan 
untuk melakukan persetubuhan dengannya, perbuatan tersebut dilakukan 
dengan 
cara-cara antara lain sebagai berikut : 
Awalnya saksi korban Putri Juliana Lestari  Binti Muhammad Sair 
bermain ke rumah terdakwa dan pada saat saksi korban Putri Juliana 
Lestari sedang bermain, terdakwa memanggil saksi korban Putri Juliana 
Lestari masuk ke dalam rumah, selanjutnya terdakwa mengajak saksi 
korban Putri Juliana Lestari ke dalam kamar. Setelah saksi korban berada 
di dalam kamar, terdakwa kemudian menyuruh saksi korban Putri Juliana 
Lestari untuk naik ke atas tempat tidur, karena takut saksi korban Putri 
Juliana Lestari mengikuti keinginan terdakwa untuk naik ke atas tempat 
tidur lalu terdakwa menyuruh saksi korban Putri Juliana Lestari 
menurunkan celana dalamnya, akan tetapi saksi korban Putri Juliana 
Lestari menolak, namun terdakwa tetap memaksa menurunkan celana 
dalam saksi korban Putri Juliana Lestari sehingga saksi korban Putri 
Juliana Lestari menahan celana dalamnya agar tidak dibuka, tetapi karena 
tenaga yang dimiliki oleh terdakwa lebih kuat dari tenaga yang dimiliki oleh 
saksi korban Putri Juliana Lestari akhirnya celana dalam yang digunakan 
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oleh saksi korban Putri Juliana Lestari pada saat itu terbuka dan terlihatlah 
vagina saksi korban Putri Juliana Lestari.Setelah celana dalam saksi 
korban Putri Juliana Lestari terbuka, terdakwa kemudian melepaskan 
handuk yang digunakannya dan terdakwa memegang penisnya hingga 
tegang, lalu terdakwa mengangkat dan membuka paha saksi korban Putri 
Juliana Lestari dan memaksa memasukkan penisnya ke dalam vagina 
saksi korban Putri Juliana Lestari dan setelah penis tersebut masuk ke 
dalam vagina saksi korban Putri Juliana Lestari, terdakwa menggerakkan 
penisnya maju mundur hingga beberapa kali selama kurang lebih sekitar 5 
(lima) menit sampai terdakwa mencapai klimaksnya kemudian terdakwa 
mengeluarkan penisnya dari vagina saksi korban Putri Juliana Lestari dan 
mengeluarkan air maninya di atas tempat tidur di samping badan saksi 
korban Putri Juliana Lestari. Saksi korban Putri Juliana Lestari mau 
menuruti keinginan terdakwa karena terdakwa mengatakan kepada saksi 
korban Putri Juliana Lestari?janganko bilang-bilang sama orang tuamu 
atau sama orang lain kalau tidak kupukulko atau kubunuhko? sambil 
terdakwa memelototkan matanya sehingga saksi korban Putri Juliana 
Lestari merasa ketakutan dan mau mengikuti keinginan terdakwa. 
3. Dakwaan Penuntut Umum 
Isi dari dakwaan penuntut umum terhadap kasus tindak pidana 
persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dibacakan di hadapan 
majelis hakim pengadilan negeri Maros, yaitu sebagai berikut:   
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Pertama 
 
Bahwa ia terdakwa KADIR ALIAS KADE Bin DG. TAYANG pada hari 
Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekira pukul 14.00 WITA atau setidak 
tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2015 atau 
setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di 
Ling.Mangalekana, Kel. Baji Pamai, Kec. Maros Baru, Kab. Maros atau 
setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam 
daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, telah melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa saksi korban PUTRI JULIANA LESTARI 
Alias JULIANA Binti MUHAMMAD SAIR yang berusia 5 tahun dan 9 bulan 
untuk melakukan persetubuhan dengannya, perbuatan tersebut dilakukan 
dengan 
cara-cara antara lain sebagai berikut :  
 
 Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, 
bermula ketika saksi korban Putri Juliana Lestari Alias Juliana Binti 
Muhammad Sair bermain ke rumah terdakwa dan pada saat saksi 
korban Putri Juliana Lestari sedang bermain, terdakwa memanggil 
saksi korban Putri Juliana Lestari masuk ke dalam rumah, 
selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban Putri Juliana Lestari 
ke dalam kamar. Setelah saksi korban berada di dalam kamar, 
terdakwa kemudian menyuruh saksi korban Putri Juliana Lestari 
untuk naik ke atas tempat tidur, karena takut saksi korban Putri 
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Juliana Lestari mengikuti keinginan terdakwa untuk naik ke atas 
tempat tidur lalu terdakwa menyuruh saksi korban Putri Juliana 
Lestari menurunkan celana dalamnya, akan tetapi saksi korban 
Putri Juliana Lestari menolak, namun terdakwa tetap memaksa 
menurunkan celana dalam saksi korban Putri Juliana Lestari 
sehingga saksi korban Putri Juliana Lestari menahan celana 
dalamnya agar tidak dibuka, tetapi karena tenaga yang dimiliki oleh 
terdakwa lebih kuat dari tenaga yang dimiliki oleh saksi korban Putri 
Juliana Lestari akhirnya celana dalam yang digunakan oleh saksi 
korban Putri Juliana Lestari pada saat itu terbuka dan terlihatlah 
vagina saksi korban Putri Juliana Lestari. 
 Bahwa setelah celana dalam saksi korban Putri Juliana Lestari 
terbuka, terdakwa kemudian melepaskan handuk yang 
digunakannya dan terdakwa memegang penisnya hingga tegang, 
lalu terdakwa mengangkat dan membuka paha saksi Putri Juliana 
Lestari dan memaksa memasukkan penisnya ke dalam vagina 
saksi korban Putri Juliana Lestari setelah penis tersebut masuk ke 
dalam vagina saksi korban Putri Juliana Lestari, terdakwa 
menggerakkan penisnya maju mundur hingga beberapa kali 
selama kurang lebih sekitar 5 (lima) menit sampai terdakwa 
mencapai klimaksnya kemudian terdakwa mengeluarkan penisnya 
dari vagina saksi korban Putri Juliana Lestari dan mengeluarkan air 
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maninya di atas tempat tidur di samping badan saksi korban Putri 
Juliana Lestari..  
 Bahwa saksi korban Putri Juliana Lestari mau menuruti keinginan 
terdakwa karena terdakwa mengatakan kepada saksi korban Putri 
Juliana Lestari?janganko bilang-bilang sama orang tuamu atau 
sama orang lain kalau tidak kupukulko atau kubunuhko? sambil 
terdakwa memelototkan matanya sehingga saksi korban Putri 
Juliana Lestari merasa ketakutan dan mau mengikuti keinginan 
terdakwa. 
 Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Putri 
Juliana Lestari Alias Juliana Binti Muhammad Sair merasa malu, 
trauma dan sakit pada kemaluannya sebagaimana diuraikan dalam 
Visum et Repertum Nomor : 166/RSU/XI/2015 tanggal 23 
Nopember 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Syahruni 
Syahrir, SPOG dokter pada Rumah Sakit Umum Salewangang 
Maros dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 
Anamnese : Mengalami pencabulan 
persetubuhan dengan menggunakan 
penis, keluhan perih saat buang air 
kecil dan terasa nyeri pada daerah 
vulva 
Pemeriksaan fisik : -Keadaan umum baik dan sadar  
-Tampak kemerahan pada vulva 
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Pemeriksaan USG  Tidak dilakukan 
Lab  Tidak dilakukan 
Pemeriksaan melalui 
dubur 
 Tampak bekas robekan hymenarah 
jam 7 
 
Kesimpulan 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 atas 
perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
 
KEDUA 
 
Bahwa ia terdakwa KADIR ALIAS KADE BIN DG. TAYANG pada waktu 
dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair diatas, 
melakukan kekerasan atau anaman kekerasan memaksa saksi korban 
PUTRI JULIANA LESTARI Alias JULIANA Binti MUHAMMAD SAIR untuk 
melakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara 
sebagai berikut : 
a. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di 
atas, bermula ketika saksi korban PUTRI JULIANA LESTARI 
Alias JULIANA Binti MUHAMMAD SAIR bermain ke rumah 
terdakwa dan pada saat saksi korban Putri Juliana Lestari 
sedang bermain, terdakwa memanggil saksi korban Putri 
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Juliana Lestari masuk ke dalam rumah, selanjutnya terdakwa 
mengajak saksi korban Putri Juliana Lestari ke dalam kamar. 
Setelah saksi korban berada di dalam kamar, terdakwa 
kemudian menyuruh saksi korban Putri Juliana Lestari untuk 
naik ke atas tempat tidur, karena takut saksi korban Putri 
Juliana Lestari mengikuti keinginan terdakwa untuk naik ke 
atas tempat tidur lalu terdakwa menyuruh saksi korban Putri 
Juliana Lestari menurunkan celana dalamnya, akan tetapi 
saksi korban Putri Juliana Lestari menolak, namun terdakwa 
tetap memaksa menurunkan celana dalam saksi korban 
Putri Juliana Lestari sehingga saksi korban Putri Juliana 
Lestari menahan celana dalamnya agar tidak dibuka, tetapi 
karena tenaga yang dimiliki oleh terdakwa lebih kuat dari 
tenaga yang dimiliki oleh saksi korban Putri Juliana Lestari 
akhirnya celana dalam yang digunakan oleh saksi korban 
Putri Juliana Lestari pada saat itu terbuka dan terlihatlah 
vagina saksi korban Putri Juliana Lestari  
b. Bahwa setelah celana dalam saksi korban Putri Juliana 
Lestari terbuka, terdakwa kemudian melepaskan handuk 
yang digunakannya dan terdakwa memegang penisnya 
hingga tegang, lalu terdakwa mengangkat dan membuka 
paha saksi korban Putri Juliana Lestari dan memaksa 
memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban Putri 
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Juliana Lestari dan setelah penis tersebut masuk ke dalam 
vagina saksi korban Putri Juliana Lestari, terdakwa 
menggerakkan penisnya maju mundur hingga beberapa kali 
selama kurang lebih sekitar 5 (lima) menit sampai terdakwa 
mencapai klimaksnya kemudian terdakwa mengeluarkan 
penisnya dari vagina saksi korban Putri Juliana Lestari dan 
mengeluarkan air maninya di atas tempat tidur di samping 
badan saksi korban Putri Juliana Lestari. 
c. Bahwa saksi korban Putri Juliana Lestari mau menuruti 
keinginan terdakwa karena terdakwa mengatakan kepada 
saksi korban Putri Juliana Lestari ?janganko bilang-bilang 
sama orang tuamu atau sama orang lain kalau tidak 
kupukulko atau kubunuhko? sambil terdakwa memelototkan 
matanya sehingga saksi korban Putri Juliana Lestari merasa 
ketakutan dan mau mengikuti keinginan terdakwa. 
d. Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi 
korban Putri Juliana Lestari Alias Juliana Binti Muhammad 
Sair merasa malu, trauma dan sakit pada kemaluannya 
sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 
166/RSU/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015 yang dibuat 
dan ditanda tangani oleh dr. Syahruni Syahrir, SPOG dokter 
pada Rumah Sakit Umum Salewangang Maros dengan hasil 
pemeriksaan sebagai berikut : 
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Anamnese : Mengalami pencabulan persetubuhan 
dengan menggunakan penis, keluhan 
perih saat buang air kecil dan terasa 
nyeri pada daerah vulva 
Pemeriksaan fisik : -Keadaan umum baik dan sadar  
-Tampak kemerahan pada vulva 
Pemeriksaan USG  Tidak dilakukan 
Lab  Tidak dilakukan 
Pemeriksaan mellaui 
dubur 
 Tampak bekas robekan hymenarah 
jam 7 
 
Kesimpulan 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 atas 
perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
 
Untuk membuktikan dakwaannya, maka penuntut umum di 
persidangan mengajukan alat bukti berupa surat keterangan hasil visum et 
revertum ,akte kelahiran dan keterangan saksi-saksi dan keterangan 
terdakwa.  
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1. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
 
 Menimbang bahwa, atas kesempatan yang diberikan, penuntut 
umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagai berikut: 
1. Menyatakan terdakwa Kadir Alias Kade Bin Dg.Tayang terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, 
Saksi Korban Putri Juliana Lestari Alias Julianan Binti 
Muhammad Sair Yang Berusia 5 Tahun 9 Bulan Untuk 
Melakukan Persetubuhan Dengannya” sebagaimana tersebut 
dalam dakwaan yang  diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 
Ayat (1)Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 atas perubahan 
UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kadir Alias Kade Bin 
Dg.Tayang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga 
belas) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan 
sementara yang telah dijalanai dan menetapkan agar terdakwa 
tetap dalam tahanan dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta 
rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar 
terdakwa tetap ditahan 
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing 
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 
48 
5. Analisis Penulis 
 
Mengingat bahwa peranan surat dakwaan menempati posisi sentral 
dalam perneriksaan perkara pidana di pengadilan dan surat dakwaan 
merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, 
dituntut adanya kemampuan/kemahiran jaksa penuntut Umurn dalam 
penyusunan surat dakwaan.  
Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan 
pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi surat dakwaan dapat 
dikategorikan :  
a. Bagi pengadilan/hakim, surat dakwaan merupakan dasar dan 
sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar 
pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;  
b. Bagi penutut umum, surat dakwaan merupakan dasar 
pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan 
upaya hukum;  
c. Bagi terdakwa/penasehat hukum, surat dakwaan merupakan 
dasar untuk mempersiapkan pembelaan atau mengajukan 
eksepsi. 
Sesuai ketentuan Pasal 143 (2) huruf a KUHAP, syarat formil meliputi:  
a. Surat Dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan 
Penuntut Umum pernbuat Surat Dakwaan; 
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b. Surat Dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa 
yang meliputi : nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, 
jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan 
pekerjaan.  
Sesuai ketentuan Pasal 143 (2) huruf b KUHAP, syarat materiil. 
Meliputi:  
a. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak 
Pidana yang didakwakan;  
b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan 
tempat Tindak Pidana itu dilakukan.  
Adapun jenis-jenis surat dakwaan sebagai berikut :  
1. Tunggal 
 Dalam Surat Dakwaan hanya satu Tindak Pidana saja yang 
didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk 
mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. 
2. Alternatif 
Dalam Surat Dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun 
secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan 
bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk 
dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang 
Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. 
Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya 
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satu dakwaan saja yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan 
tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, 
tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. 
Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan 
lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.  
3. Subsidair. 
Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsider juga 
terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara 
berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai 
pengganti lapisan sebelumnya. Sistematik lapisan disusun 
secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan 
pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam 
dengan pidana terendah. Pembuktiannya dilakukan secara 
berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang 
dipandang terbukti. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan 
secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan 
dakwaan yang bersangkutan. 
4. Kumulatif. 
Dalam Surat Dakwaan kumulatif, didakwakan beberapa Tindak 
Pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi 
satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tigas 
dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini 
dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa Tindak 
51 
Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang 
berdiri sendiri.  
5. Kombinasi 
Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini 
dikombinasikan/digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan 
dakwaan alternatif atau Subsidair.  
Seseorang jaksa penuntut umum harus membuat surat dakwaan 
dan surat tuntutan, agar terdakwa tidak dapat bebas dari jerat hukum. 
Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa 
yang di rumuskan dari surat dakwaan. Seseorang terdakwa hanya dapat 
di jatuhi hukuman karena telah terbukti dipersidangan bahwa terdakwa 
telah melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan dalam surat 
dakwaan.  
 Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum membuat surat 
dakwaan Alternatif. Dimana ada 2 dakwaan, yaitu 
Dakwaan yang didakwakan ialah :  
1. Melanggar pasal 81 ayat (1)Jo. Asal 76D UU RI No.35 
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 
2. Melanggar pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI 
No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 
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 Dalam KUHP juga diatur tentang persetubuhan terhadap anak, 
tetapi dengan berdasarkan pada asas Lex specialis derogat legi generalis, 
maka ketentuan UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan UU No.23 Tahun 
2002 Tentang perlindungan anak memang lebih tepat diterapkan oleh 
jaksa dalam dakwaannya. 
 Disinilah esensi dari fungsi asas hukum yang salah satunya adalah 
untuk menyelesaikan konflik hukum jika sekiranya ada dua atau lebih 
ketentuan yang saling berhadapan yang mengatur hal yang sama, maka 
menurut asas Lex specialis derogat legi generalis, yang diutamakan 
adalah ketentuan yang diatur dalam aturan pidana khusus (lex specialis) 
Majelis Hakim didalam persidangan juga berusaha mengungkap 
dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta yang terungkap 
dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang telah 
dirumuskan pada surat dakwaan. 
 Berdasarkan kasus yang sebagaimana telah diuraikan diatas, 
maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik 
hukum pidana formil maupun materil, dan syarat dapat 
dipidananya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada 
pemeriksaan dalam persidangan, dimana alat bukti yang 
diajukan oleh jaksa penuntut umum, termasuk didalamnya 
keterangan saksi saling berkesesuaian ditambah keterangan 
terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang 
dilakukannya. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Negeri 
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Maros menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah 
mencocoki rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 81 ayat 
(1)Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
Tentang Perlindungan Anak. 
Adapun alat bukti yang diajukan oleh jaksa untuk membuktikan 
dakwaannya yakni: 
- hasil visum et refertum nomor : 166/RSU/XI/2015 Tanggal 
23 November 2015 
- Keterangan saksi-saksi, diantaranya: Nurbiah, Subaedah, 
dan Basir Muhammad 
- Satu lembar handuk warna hijau; 
 
Adapun unsur-unsur tindak pidana persetubuhan yang diatur dalam 
Pasal 81 ayat (1)Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut: 
 
- Unsur Subjektif: 
Setiap orang, dalam hal ini yaitu Kadir  Bin Dg.Tayang 
- Unsur Objektif 
(1) Dengan sengaja, dimaksudkan suatu perbuatan 
yang disadari dan diinsyafi dan telah diketahui akan 
akibat yang ditimbulkan sedangkan akibat tersebut 
dikehendaki oleh pelaku ,dilihat dari keterangan 
terdakwa, 
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terdakwa mengetahhui cara melakukan hubungan 
hubungan badan selayaknya suami istri. Dari 
keterangan terdakwa tersebut, jelas terlihat bahwa 
terdakwa mengetahui cara-cara bagaimana 
melakukan persetubuhan atau hubungan badan 
antara suami-istri, yaitu dengan memasukkan alat 
kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. 
Dan juga pada saat terjadi hubungan layaknya suami 
istri tersebut, status terdakwa dengan saksi korban 
adalah bukan suami istri. Namun terdakwa tetap 
melakukan hubungan badan layaknya suami istri 
dengan saksi korban. Berdasarkan uraian ini, terlihat 
jelas dalam diri terdakwa terdapat suatu 
pengetahuan serta kehendak untuk melakukan 
hubungan layaknya suami istri terhadap diri saksi 
korban, sehingga cukup beralasan bahwa terdakwa 
telah mengetahui sekaligus menghendaki apa yang 
ia lakukan serta akibatnya. 
 
Berkaitan dengan masalah di atas penulis melakukan wawancara 
dengan hakim yang menangani kasus ini di Pengadilan negeri Maros yaitu 
dengan bapak Baryanto, SH. LLM (wawancara Senin tanggal 9Januari 
2016) yang menyatakan bahwa :  
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Penerapan hukum pidana pada perkara ini berdasarkan alat bukti, 
keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, serta fakta-fakta yang 
terungkap di persidangan sudah sesuai karena telah memenuhi unsur-
unsur tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana dalam 
pasal 81 ayat (1)Jo. Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 Tentang 
Perlindungan Anak.  
 
Selanjutnya yang sering menjadi kendala majelis hakim dalam 
memeriksa perkara yang khusunya mengenai tindak pidana persetubuhan 
terhadap anak, yaitu menurut bapak Baryanto, SH.,LLM (wawancara 
senin tanggal 9 Januari 2016) yang mengatakan bahwa :  
Dalam proses persidangan yang menjadi kendala pada umumnya yaitu 
dalam pemeriksaan saksi yang biasanya sering tidak hadir pada saat 
pemanggilan untuk mendengengarkan keterangan saksi,dan keterbatasan 
untuk mendengarkan kesaksian korban,karena saksi korban masih 
berumur 5 tahun. 
 
Adapun tujuan penjatuhan sanski terhadap tindak pidana 
persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur pada perkara 
nomor : 08/Pid.Sus/2016/PN.MRS menurut bapak Baryanto, SH.,LLM 
(wawancara senin tanggal 9 Januari 2016) yang mengatakan bahwa :  
Pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp. 100.000.000,- 
(Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak di 
ganti maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan, dengan 
tujuan agar terdakwa jerah dan tidak akan mengulangi perbuatannya di 
kemudian hari. 
 
Pemidanaan merupakan hasil keputusan dari majelis hakim, 
sebelum majelis hakim mengambil keputusan terhadap sanksi pidana 
yang akan di jatuhkan kepada terdakwa, maka majelis hakim harus 
mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan dan unsur 
pertanggungjawaban yang ada pada diri terdakwa. Sehingga sanksi 
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pidana yang di jatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau 
pertentangan dan juga dapat mendatangkan rasa keadilan di masyarakat.  
 
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana 
terhadap pelaku Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Yang 
memaksa Anak melakukan Persetubuhan Dalam Putusan Nomor 
:08/Pid.Sus/2016/PN.MRS 
Konsekuensi dengan adanya hukum adalah keputusan hakim 
harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan 
berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melaikan persoalan 
keadilan biasanya di hubungkan dengan kepentingan individu para 
pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan 
dengan sebuah kemenangan atau kekalahan oleh pencari keadilan. 
Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan 
bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya.  
1. Pertimbangan Hakim 
Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pertimbangan 
hakim dalam putusan nomor : 08/Pid.Sus/2014/PN.MRS 
Adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim terhadap tindak 
pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang di lakukan oleh 
terdakwa Kadir Bin Dg.Tayang terhadap saksi korban Putri Juliana Lestari 
binti Muhammad Sair adalah sebagai berikut :  
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Setelah mendengarkan pembelaan terdakwa yang meminta agar 
hakim memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.  
Adanya alat bukti surat hasil visum at revertum yang menunjukan 
tampak luka lecet dan memar pada dinding vagina yang diakibatkan 
persentuhan benda tumpul, serta alat bukti keterangan saksi Nurbiah dan 
Subaedah yang membenarkan bahwa saksi korban masih berumur 5 
(Lima) tahun, yang menunjukkan bahwa korban masih anak-anak. 
 
Menimbang bahwa terdakwa di dakwa oleh jaksa penuntut umum 
melanggar pasal 81 ayat (1)Jo. Pasal 76D undang-undang No. 35 Tahun 
2014 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 82 ayat (1)Jo. Pasal 76E 
Undang-Undang 35 tahun 2014 
Menimbang bahwa telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di 
bawah sumpah menurut agama masing-masing antara lain sebagai 
berikut :  
Saksi (korban) Putri Juliana Lestari binti Muhammad Sair, saksi 
Nurbiah Binti Dg.Rappe, saksi Subaedah Binti Daing, saksi telah 
memberikan keterangan sesuai apa yang di berikan kepada penyidik dan 
keterangan telah termuat dalam berita acara persidangan di mana 
keterangan pada pokoknya telah mendukung dakwaan penuntut umum 
dan membenarkan perbuatan terdakwa.  
 
Menimbang,bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan 
keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbutannya.  
 
Menimbang, bahwa semua unsur-unsur dalam rumusan delik 
pertama telah terpenuhi maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah 
telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut 
umum pada pasal 81 ayat (1)Jo. Pasal 76D undang-undang No.35 Tahun 
2014 Tentang perlindungan Anak.  
 
Menimbang, selama pemeriksaan di depan persidangan pada diri 
terdakwa tidak terungkap alasan-alasan penghapusan 
pertanggungjawban , baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf. 
Dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum pidana yang mampu 
bertanggungjawab, dengan demikian, majelis hakim berkesimpulan 
terdakwa mampu bertanggung jawab. 
 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan 
bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya dia tidak meminta untuk 
dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 
KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya 
perkara. 
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Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri 
terdakwa telah dikenakan penahanan, disamping itu majelis tidak 
menemukan alasan untuk tidak mengurangkan masa penahanan tersebut 
maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan tersebut 
haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
 
Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap 
diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, 
disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk 
mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 
huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ada dalam 
tahanan. 
 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 
KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidanan yang akan 
dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan 
terlebi dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai 
berikut : 
Hal- hal yang memberatkan :  
- Perbuatan terdakwa telah menghancurkan martabat serta 
masa depan seorang anak wanita yang masih dibawah 
umur; 
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan masyarakat  
 
Hal-hal yang meringankan:  
- Terdakwa belum pernah dihukum; 
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan  dan mengakui 
kesalahannya; 
 
2. Amar Putusan 
 
Ada pun yang menjadi amar putusan dalam perkara ini adalah 
sebagai berikut :  
MENGADILI : 
1. Menyatakan terdakwa KADIR BIN DG.TAYANG yang identitas 
lengkapnya tersebut dimuka telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “DENGAN 
SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN 
KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN 
PERSETUBUHAN”; 
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2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa berupa 
pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun serta denda kepada 
terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan 
ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan 
selama 6 (enam) bulan; 
 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dialami oleh terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan; 
 
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
 
5. Menetapkan barang bukti berupa: 
- 1 (satu) lbr handuk warna hijau; 
- Keterangan Saksi dan Visum et Repetrum 
166/RSU/XI/2015 
6. membebankan biaya perkarakepada diri terdakwa sebesar Rp. 
2.000,- (dua ribu rupiah); 
 
3. Analisis penulis 
 
Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara harus 
mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan 
pertimbangan yuridis tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologis, yang 
mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan. Majelis hakim harus 
mempunyai keyakinan dalam memutus perkara dengan cara 
mendengarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan alat bukti, serta 
menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat.  
Berdasarkan putusan nomor: 08/Pid.Sus/2016/PN.MRS, 
menyatakan bahwa terdakwa Kadir Alias Kade terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap 
anak di bawah umur. Maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara 
selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp.100.000.000,- ( juta rupiah) 
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dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan 
pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. 
Dengan demikian perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang 
melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar. Terdakwa juga adalah 
orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab dan terdakwa 
melakukan perbuatannya dengan sengaja serta tidak ada alasaan 
pemaaf. Sehingga dengan demikian putusan hakim yang berisikan sanksi 
pemidanaan sudah tepat. Sanski tersebut di berikan untuk memberikan 
efek jera, agar terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi 
perbuatannya dikemudian hari.  
Pertimbangan majelis hakim adalah hal yang sangat penting dalam 
menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa, seorang hakim haruslah memutus 
perkara dengan pertimbangan yang berasal dari hati nurani dan pikiran 
agar dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya. Untuk itu pada 
kasus ini, terdakwa bisa diberikan hukuman yang ringan dalam artian tidak 
dijatuhkan hukuman maksimal pada Pasal 81 ayat (1) yaitu 15 (lima belas) 
tahun agar kelak dikemudian hari dia dapat lebih memperbaiki dirinya 
untuk menjadi lebih baik. 
Bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, terlebih 
dahulu majelis hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga 
putusan yang dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan dalam 
masyarakat. 
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Sejauh ini, hakim sebenarnya tidak mempertimbangkan 
penderitaan dan kerugian korban akan kehormatan dan nama baiknya. 
Pidana pun bukan semata-mata memberikan efek jera walaupun 
sebenarnya memberikan kepuasan psikologis bagi korban dan 
keluarganya, tapi yang sangat dibutuhkan adalah pemulihann moral dan 
nama baik.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 
menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :  
1. Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana 
ancaman kekerasan yang memaksa anak melakukan 
persetubuhan studi kasus putusan Nomor: 
08/Pid.Sus/2016/PN.MRS telah sesuai dengan dakwaan 
pertama karena telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 81 ayat 
(1)Jo. 76D UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 
Serta selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan 
alasan-alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana baik 
alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa 
dinyata mampu bertanggungjawab dan harus mendapatkan 
sanksi yang setimpal atas perbuatannya.  
2. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana 
terhadap tindak pidana ancaman kekerasan yang memaksa 
anak melakukan persetubuhan dalam studi kasus putusan 
Nomor: 08/Pid.Sus/2016/PN.MRS Telah sesuai dengan 
ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP yakni sekurang-kurangnya 
dua alat bukti ditambah keyakinan hakim. Alat bukti dalam kasus 
ini yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang 
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saling bersesuaian, sehingga majelis hakim memperoleh 
keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana 
persetubuhan terhadap anak. Serta hakim telah 
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 
meringankan terdakwa.  
B. Saran 
 
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan 
beberapa hal sebagai berikut :  
1. Diharapkan kepada para penegak hukum agar lebih 
memperhatikan pokok perkara yang berkaitan dengan perbuatan 
persetubuhan, terlebih jika yang menjadi korban adalah seorang 
yang masih dibawah umur dalam artian seorang anak. Sebab 
unsur-unsur dalam setiap tindak pidana persetubuhan bisa saja 
menjadi sebuah dasar dalam menjatuhkan hukuman yang lebih 
berat bagi pelaku. 
2. Diharapkan para orang tua agar lebih memperhatikan dan 
meningkatkan pengawasan terhadap anak terutama dari sektor 
pendidikan dan memberi anak pemahaman tentang hal-hal yang 
harus dijaga dalam dirinya. 
3. Anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan harusnya 
mendapatkan perhatian yang lebih dari orang tua maupun orang-
orang yang berada di lingkungan sekitarnya agar anak tersebut 
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bisa mengembalikan rasa percaya diri dan tetap berprestasi di 
sekolah dan memberi manfaat dilingkungan sekitarnya. 
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